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Abstract. This study discusses the relationship between administrative discretion and public service quality within
the framework of street-level bureaucracy theory. In public administration practice, implementing officials are
often faced with tensions between compliance with formal rules and the dynamic needs of the community. These
conditions make discretion an important instrument for adjusting policies to the realities on the ground. This
study uses a literature review of various studies from 2010 to 2025 to identify patterns, dynamics, and implications
of the use of discretion by implementing bureaucrats. The results of the study show that discretion allows the
bureaucracy to be more adaptive, empathetic, and responsive to citizens' needs. However, without strong
oversight and administrative ethics, discretion can lead to bias, injustice, and opportunities for abuse of authority.
Factors such as public service motivation, professional competence, organizational culture, and political pressure
have a significant influence on how discretion is applied. Thus, improving the quality of public services requires
a balance between administrative control and professional trust through accountability systems, ethical oversight,
and adaptive but law-based policies.
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Abstrak. Penelitian ini membahas hubungan antara diskresi administratif dan kualitas pelayanan publik dalam
kerangka teori street-level bureaucracy. Dalam praktik administrasi publik, aparatur pelaksana sering dihadapkan
pada ketegangan antara kepatuhan terhadap aturan formal dan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Kondisi
tersebut menempatkan diskresi sebagai instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan dengan realitas
lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) terhadap berbagai studi periode
2010-2025 guna mengidentifikasi pola, dinamika, serta implikasi penggunaan diskresi oleh birokrat pelaksana.
Hasil kajian menunjukkan bahwa diskresi memungkinkan birokrasi menjadi lebih adaptif, empatik, dan responsif
terhadap kebutuhan warga namu, tanpa pengawasan dan etika administrasi yang kuat, diskresi dapat menimbulkan
bias, ketidakadilan, serta peluang penyalahgunaan wewenang. Faktor-faktor seperti motivasi pelayanan publik,
kompetensi profesional, budaya organisasi, dan tekanan politik berpengaruh signifikan terhadap bagaimana
diskresi diterapkan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan publik menuntut keseimbangan antara
kontrol administratif dan kepercayaan profesional melalui sistem akuntabilitas, pengawasan etis, serta kebijakan
yang adaptif namun berlandasakan hukum.

Kata kunci: Akuntabilitas; Birokrasi; Diskresi; Pelayanan Publik; Street-Level Bureaucracy.

1. LATAR BELAKANG

Dalam kajian administrasi publik kontemporer, terdapat permasalahan mendasar antara
tuntutan normatif terhadap birokrasi dan realitas operasional di lapangan. Secara ideal, aparatur
negara dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berlandaskan pada kepastian
hukum, keadilan prosedural, dan efisiensi (Engdaw, 2022). Standar operasional yang kaku
sering kali dirancang untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan
yang sama tanpa pandang bulu. Namun, paradigma ini kerap berbenturan dengan kompleksitas
kebutuhan masyarakat yang dinamis, di mana satu aturan baku tidak selalu mampu
mengakomodasi beragam situasi unik yang dialami oleh warga negara saat mengakses layanan
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Permasalahan ini menjadi sangat nyata di tingkat implementasi, di mana para pelaksana
layanan atau street-level bureaucrats beroperasi. Literatur menunjukkan bahwa aktor-aktor ini
seperti petugas kesehatan, guru, dan polisi bekerja dalam lingkungan yang penuh tekanan,
ditandai oleh keterbatasan sumber daya, ambiguitas tujuan, serta interaksi intens dengan klien
yang memiliki tuntutan beragam(L. L. G. Tummers et al., 2015). Dalam situasi di mana aturan
formal tidak memberikan panduan yang memadai atau justru menghambat penyelesaian
masalah, para birokrat pelaksana dipaksa untuk beradaptasi. Mereka tidak sekadar menjalankan
instruksi dari atas ke bawah, melainkan secara aktif menafsirkan kebijakan saat berhadapan
langsung dengan realitas lapangan.

Sebagai respons terhadap kesenjangan antara aturan abstrak dan kebutuhan konkret
tersebut, diskresi muncul sebagai instrumen penting. Diskresi didefinisikan sebagai ruang
kebebasan yang dimiliki oleh pejabat publik untuk mengambil keputusan berdasarkan
pertimbangan profesional mereka sendiri ketika aturan yang ada bersifat tidak lengkap atau
kontradiktif (L. Tummers & Bekkers, 2014). Melalui diskresi, birokrat pelaksana memiliki
kewenangan untuk menyesuaikan layanan, mempercepat prosedur, atau memberikan prioritas
tertentu demi mencapai tujuan substansial kebijakan. Dengan demikian, diskresi bukan sekadar
penyimpangan prosedur, melainkan mekanisme adaptif yang memungkinkan birokrasi tetap
berfungsi di tengah ketidakpastian.

Akan tetapi, kewenangan ini menghadirkan paradoks yang signifikan dalam manajemen
sektor publik. Di satu sisi, diskresi memungkinkan layanan yang lebih responsif dan humanis,
namun di sisi lain kewenangan tanpa pengawasan yang ketat berpotensi melahirkan keputusan
yang sewenang-wenang. Di Indonesia, penggunaan diskresi sering kali menjadi pedang
bermata dua. Diskresi dapat mempercepat solusi masalah warga, tetapi juga rentan
disalahgunakan untuk kepentingan sekelompok pihak yang mencederai prinsip good
governance (Assanti, 2024). Tanpa kerangka akuntabilitas yang jelas, diskresi dapat membuka
peluang terjadinya bias, favoritisme, dan inkonsistensi yang merusak integritas pelayanan
publik.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji praktik diskresi ini, namun literatur yang ada
masih belum terfokus pada dampak diksresi terhadap layanan publik. Sebagian studi menyoroti
dampak positif diskresi, di mana fleksibilitas birokrat berkontribusi signifikan terhadap
kepuasan warga dan efektivitas penyelesaian masalah (Engdaw, 2022). Dalam perspektif ini,
birokrat yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi cenderung merasa lebih berdaya dan
mampu memberikan solusi yang lebih cepat sehinga meningkatkan persepsi kualitas layanan

secara keseluruhan.

28 PRESIDENSIAL - VOLUME 2, NOMOR 4, DESEMBER 2025



e-ISSN : 3063-1246; p-ISSN : 3063-1211; Hal 27-36

Sebaliknya, studi lain, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia,
menekankan risiko ketidakadilan distributif yang ditimbulkan oleh diskresi. Penelitian
menunjukkan bahwa diskresi sering kali berkorelasi dengan potensi korupsi atau
maladministrasi ketika kontrol internal lemah, yang justru menurunkan kualitas layanan
kesehatan dan administratif di rumah sakit atau instansi publik lainnya (Assanti, 2024). Selain
itu, variasi dalam penafsiran aturan oleh birokrat garis depan dapat menyebabkan
ketidakpastian hukum bagi masyarakat, di mana kualitas layanan yang diterima warga sangat
bergantung pada petugas yang melayani mereka saat itu, bukan pada standar sistem yang baku.

Mengingat adanya polarisasi temuan tersebut, penelitian ini disusun untuk mengurai
kompleksitas hubungan antara diskresi dan kualitas pelayanan. Maka dari itu pemahaman yang
parsial hanya melihat diskresi sebagai hal positif atau negative,tidak lagi memadai untuk
menjelaskan dinamika birokrasi modern. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah
untuk menganalisis kondisi-kondisi spesifik di mana diskresi dapat meningkatkan kualitas
layanan dan kapan justru merusaknya. Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada
bagaimana mekanisme street-level bureaucracy memediasi pengaruh diskresi terhadap
dimensi keadilan dan responsivitas layanan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan
memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan
acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak

tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literature review sebagai pendekatan utama untuk
mengkaji hubungan antara diskresi birokrasi dan kualitas pelayanan publik. Pendekatan ini
dimaknai sebagai proses sistematis untuk menelusuri, menilai, dan mensintesis hasil penelitian
terdahulu yang relevan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Adlini et al., 2022) literature review
berfungsi untuk memetakan perkembangan konseptual dan empiris suatu bidang kajian, serta
mengintegrasikan temuan-temuan yang tersebar dalam berbagai sumber ilmiah menjadi
kerangka pemahaman yang utuh. Dalam hal ini, penelitian tidak hanya bertujuan merangkum
literatur yang ada, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan konseptual dan menawarkan

sintesis baru yang dapat memperkaya wacana ilmiah dalam studi administrasi publik.



Hubungan Diskresi dengan Kualitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Street-Level Bureaucracy

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai
sumber ilmiah yang diperoleh dari basis data bereputasi seperti Google Scholar dan
ScienceDirect. Melalui proses penelaahan tersebut, penulis berupaya mengidentifikasi pola
tematik, pendekatan metodologis, serta argumentasi teoretis yang digunakan dalam studi-studi
terdahulu mengenai diskresi birokrasi. Literatur yang dikaji mencakup publikasi terbit antara
tahun 2010 hingga 2025, dengan prioritas pada artikel open access untuk menjamin keabsahan
dan keterlacakan sumber. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model
analisis interaktif. Dalam model ini, analisis dilakukan secara berulang dan saling berkaitan
antara proses penyaringan informasi, penyusunan hasil temuan ke dalam tema-tema utama,
serta penarikan kesimpulan secara reflektif berdasarkan hubungan antartema(Rijali, 2019).
Melalui tahapan ini, penulis berupaya menafsirkan dan menghubungkan berbagai temuan
penting dari beragam literatur guna menghasilkan pemahaman yang utuh dan mendalam

mengenai peran diskresi birokrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinamika Pelaksanaan Diskresi dalam Pelayanan Publik

Dinamika pelayanan publik di tingkat pelaksana menyajikan fenomena yang kompleks
di mana aturan tertulis sering kali tidak mampu menjangkau seluruh variasi kebutuhan
masyarakat yang muncul di lapangan. Para birokrat pelaksana atau street-level
bureaucrats beroperasi dalam ruang hampa antara mandat kebijakan yang kaku dan situasi
konkret yang menuntut fleksibilitas. Dalam kesehariannya, aparatur ini tidak sekadar
menjalankan instruksi teknis, melainkan terus-menerus melakukan interpretasi ulang terhadap
kebijakan saat berhadapan dengan warga. Fenomena ini menempatkan diskresi bukan sebagai
anomali, melainkan sebagai elemen yang tak terpisahkan dari proses administrasi publik
modern (Hupe & Hill, 2007). Tanpa adanya ruang gerak untuk menafsirkan aturan, pelayanan
publik berisiko mengalami kelumpuhan prosedural saat dihadapkan pada kasus-kasus yang
tidak terprediksi dalam standar operasional.

Namun, pelaksanaan diskresi ini tidak terjadi di ruang yang steril, ia sangat dipengaruhi
oleh tekanan kerja yang intens dan keterbatasan sumber daya. Birokrat garis depan sering kali
harus melayani jumlah warga yang tidak sebanding dengan waktu dan sarana yang tersedia,
menciptakan situasi dilematis yang memaksa mereka melakukan simplifikasi masalah.
Tekanan psikologis akibat beban kerja yang berlebihan ini mendorong aparatur untuk
mengembangkan mekanisme coping atau strategi bertahan(Fatima & Widya Risnawaty, 2023).

Nurprojo (2014)mengidentifikasi bahwa birokrat pelaksana sering mengembangkan strategi
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pragmatis untuk mengatasi permasalahan layanan, yang sayangnya kerap kali mereduksi
kualitas substantif demi mengejar target administratif belaka.

Ketidak jelasan aturan sering kali diperparah oleh beban administratif yang menumpuk,
memaksa birokrat untuk memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas administratif dibandingkan
fokus pada pelayanan publik. Situasi ini menciptakan ketegangan antara tuntutan untuk patuh
pada prosedur birokrasi (bureaucratic compliance) dan dorongan moral untuk membantu
masyarakan yang membutuhkan. Ketika birokrat merasa bahwa kebijakan yang mereka
implementasikan tidak memiliki kebermaknaan bagi klien atau masyarakat, kesediaan mereka
untuk menggunakan diskresi secara positif cenderung menurun (L. Tummers & Bekkers,
2014). Hal ini sejalan dengan temuan Hardianto et al. (2020) yang menunjukkan bahwa inovasi
layanan di daerah sering kali terhambat karena aparatur lebih memilih "main aman" sesuai
petunjuk teknis daripada mengambil inisiatif yang berisiko disalahkan.

Dampak Diskresi terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Dampak dari dinamika diskresi tersebut memunculkan variasi kualitas pelayanan publik
yang signifikan. Di satu sisi, diskresi memberikan fleksibilitas yang sangat dibutuhkan untuk
menciptakan layanan yang responsif dan memanusiakan warga. Kemampuan birokrat untuk
lebih fleksibel terhadap aturan demi mengakomodasi warga yang rentan merupakan bentuk
kualitas layanan yang empatik. Evans (2011) menyebutkan bahwa manajer publik profesional
sering memandang diskresi sebagai kunci untuk inovasi layanan. Indriati & Cendekia (2021)
membuktikan hal ini dalam konteks penanganan pandemi di Indonesia, di mana diskresi
aparatur kelurahan dalam mendistribusikan bantuan sosial secara fleksibel terbukti mampu
meredam gejolak sosial dan mempercepat akses bagi warga terdampak yang tidak terdata
secara formal.

Dalam era inovasi sosial berbasis teknologi pun, sentuhan humanis melalui penilaian
diskresioner tetap menjadi kunci efektivitas layanan, karena teknologi hanyalah alat bantu yang
memerlukan arahan kebijakan adaptif. Implementasi teknologi informasi (e-government)
memang bertujuan menstandarisasi proses, namun sering kali mengubah bentuk diskresi
tradisional menjadi screen-level bureaucracy sehingga lebih kaku (Busch & Henriksen, 2018).
Meskipun demikian, intervensi manusia tetap krusial. (Misuraca et al., 2020)menemukan
bahwa diskresi manusia diperlukan untuk menangani anomali data yang tidak bisa diproses
oleh sistem otomatis, menjaga agar layanan tetap inklusif bagi mereka yang gagap teknologi.

Sebaliknya, fleksibilitas yang sama juga membuka celah lebar bagi dampak negatif
berupa bias dan favoritisme yang mencederai prinsip kesetaraan. Ketika standar layanan tidak

lagi tunggal dan bergantung pada penilaian subjektif pelaksana, warga negara dengan profil
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serupa bisa saja mendapatkan perlakuan yang jauh berbeda. Harrits (2019) menyoroti bahwa
dalam praktik diskresi, birokrat sering kali secara tidak sadar menggunakan stereotip kelas
sosial untuk mengkategorikan siapa yang layak dibantu. Ketidakpastian ini menurunkan
prediktabilitas layanan, membuat warga tidak lagi melihat layanan sebagai hak yang pasti,
melainkan sebagai keberuntungan yang bergantung pada kebaikan hati petugas.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Diskresi

Keputusan untuk menggunakan diskresi secara positif atau negatif sangat dipengaruhi
oleh kapasitas profesional dan motivasi dari birokrat itu sendiri. Schott et al. (2016)
menemukan bahwa birokrat dengan motivasi pelayanan publik (Public Service Motivation)
tinggi cenderung menggunakan diskresi untuk kepentingan publik. Dalam konteks
pengembangan SDM aparatur di Indonesia, penguatan kompetensi teknis dan sosiokultural
menjadi kunci agar diskresi yang diambil tidak melanggar norma. Tanpa kompetensi yang
memadai, diskresi hanya akan menjadi ajang coba-coba yang berisiko maladministrasi.

Selain faktor individu, struktur organisasi dan budaya birokrasi memainkan peran yang
tak kalah vital. Lingkungan kerja yang mendukung inovasi akan mendorong birokrat untuk
mengambil inisiatif diskresioner yang berorientasi pada pelayanan prima. Namun, (Yusriadi et
al., 2019) dalam kajiannya mengenai reformasi birokrasi di Indonesia menemukan bahwa
budaya birokrasi yang masih paternalistik dan resisten terhadap perubahan sering kali
menghambat implementasi diskresi yang positif. Aparatur cenderung takut berinovasi karena
khawatir dianggap melampaui wewenang atasan, sehingga pelayanan menjadi kaku dan
lambat.

Tekanan politik lokal dan kondisi sumber daya juga menjadi determinan eksternal yang
signifikan. Dalam banyak kasus, diskresi birokrat diintervensi oleh kepentingan politik praktis
atau keterbatasan anggaran. situasi ini membuat birokrat kerap berada di posisi sulit karena
tuntutan profesionalisme sering kali tidak sejalan dengan kepentingan atau instruksi politik
yang datang dari atasan atau pemangku kepentingan lainnya sehinga dikenal dengan
skuntabilitas hibrida (Thomann et al., 2018). Hal ini diperkuat olehFadhil et al. (2025) yang
menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen
kepemimpinan politik local ketika intervensi politik tinggi, diskresi aparatur sering kali
terdistorsi untuk melayani konstituen politik tertentu alih-alih publik secara umum.

Implikasi Diskresi terhadap Kualitas Pelayanan Publik

implikasi dari diskresi administrative ini ibarat pedang bermata dua yang menentukan

wajah pelayanan publik. (Gofen, 2014)menyebut fenomena ini sebagau divergensi di mana

birokrat sengaja menyimpang dari aturan untuk menjembatani kesenjangan antara aturan kaku
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dan realitas. Dalam situasi ini, diskresi berkontribusi pada efektivitas layanan dengan mengisi
kekosongan regulasi demi kepentingan publik, terutama dalam situasi krisis yang
membutuhkan respons cepat dan taktis. Namun, diskresi juga berimplikasi pada risiko
ketidakadilan distributif. Dikresi yang dilakukan tanpa pengawasan, diskresi dapat
mereproduksi ketimpangan social (Keiser & Miller, 2020). Di Indonesia, kedekatan personal
dengan petugas sering kali mempercepat proses, dan dapat merugikan warga lain yang
mengikuti prosedur normal (Assanti, 2024).

Bahaya terbesar dari street-level bureaucracy bukanlah keberadaan diskresi itu sendiri,
melainkan ketiadaan standar etika yang memandunya. Fatemi & Behmanesh (2012)
menekankan pentingnya etika administrasi sebagai kompas moral. Ketika diskresi digunakan
untuk melayani kepentingan pribadi atau kelompok, ia meruntuhkan sendi-sendi keadilan.
Tantangan utamanya bukanlah menghapus diskresi, melainkan mengelolanya agar tetap berada
dalam Kkoridor etika publik dan hukum administrasi yang berlaku. Engdaw (2022b)
menegaskan bahwa desentralisasi kewenangan yang memberi ruang diskresi memang dapat
meningkatkan persepsi kualitas layanan, namun hanya jika diiringi dengan mekanisme
akuntabilitas yang kuat.

Maka dapat diimplikasikan bahwa perbaikan kualitas pelayanan publik tidak dapat
dicapai hanya dengan memperketat aturan yang justru mematikan inisiatif. Sebaliknya,
diperlukan pendekatan yang menyeimbangkan antara kontrol administratif dan kepercayaan
profesional (Hupe, 2011). Sebagaimana disarankan oleh Mukhlis (2022), pemahaman yang
utuh mengenai batasan hukum diskresi seperti yang diatur dalam UU Administrasi
Pemerintahan di Indonesia harus ditanamkan kepada aparatur agar mereka berani mengambil
keputusan yang tepat tanpa bayang-bayang kriminalisasi kebijakan. Dengan demikian, diskresi
dapat ditransformasi dari sekadar celah aturan menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan

pelayanan publik yang humanis dan berkeadilan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Diskresi administratif merupakan unsur yang tidak dapat dihindari sekaligus sangat
penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Perbedaan antara kekakuan aturan formal
dan beragamnya kebutuhan masyarakat menempatkan diskresi sebagai penghubung utama
yang menjaga agar birokrasi tetap efektif dan relevan. Kualitas pelayanan publik tidak hanya
ditentukan oleh rancangan kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh cara aparatur di lapangan
menafsirkan dan menerapkannya melalui keputusan-keputusan mereka. Hubungan antara

diskresi dan mutu layanan bersifat saling memengaruhi: di satu sisi, diskresi memungkinkan
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birokrasi bersikap lebih manusiawi, cepat, dan empatik; namun di sisi lain, penggunaan diskresi
tanpa kendali dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakkonsistenan prosedur, serta potensi
penyalahgunaan wewenang yang dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap
institusi publik.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perbaikan kualitas pelayanan publik perlu diarahkan
pada penguatan nilai, kemampuan, dan sistem pengawasan yang seimbang. Peningkatan
kapasitas moral dan profesional aparatur menjadi kunci agar keputusan yang diambil tidak
hanya tepat secara prosedur, tetapi juga adil bagi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan publik
perlu dirancang secara lebih lentur dan responsif, memberikan ruang bagi aparatur untuk
menyesuaikan tindakan dengan situasi nyata di lapangan tanpa kehilangan arah hukum yang
jelas. Selain itu, mekanisme pengawasan perlu dikembangkan secara terpadu dengan
menggabungkan akuntabilitas profesional, partisipasi masyarakat, dan dukungan teknologi
informasi, sehingga transparansi dapat terjaga tanpa menghilangkan sentuhan manusiawi

dalam pelayanan publik.
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